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PUTUSAN
Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Clg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Cilegon  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jakarta 10 Oktober 1968, umur 54 tahun,

agama  Islam,  pendidikan  S2,  pekerjaan  Karyawan  swasta,

tempat tinggal di Xxxxxxxxxkec Cibeber kota Cilegon propinsi

Banten,  dalam  hal  ini  memberikan  kuasa  kepada  Agus

Susanto, S.H., M.H. CLA., Jl. Akses UI No.03, Pal. Kelapa Dua

Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2023

yang  telah  didaftar  pada  Buku  Register  Surat  Kuasa

Pengadilan  Agama  Cilegon  Nomor  71/K/VI/2023/PA.Clg,

sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Palembag 08 Agustus 1981, umur 41

tahun,  agama  Islam,  pendidikan  S2,  pekerjaan  Wiraswasta,

tempat  tinggal  di  Xxxxxxxxx,  kec  .cibeber  cilegon  Banten,

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20

Juni  2023 yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Cilegon
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dengan register perkara Nomor  396/Pdt.G/2023/PA.Clg, mengemukakan dalil-

dalil sebagai berikut:

Adapun yang menjadi  alasan pemohon mengajukan permohonan Cerai

Talak ini adalah sebagai berikut ; 

1.  Bahwa pada tanggal 16 Januari 2021 pada hari Sabtu 2 Jamudil Akhir

1442  Pemohon  dan  Terhomon  telah  melangsungkan  akad  nikah

dihadapan  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)

Kalianda Lampung Selatan dengan Akta Nikah No. xxxxxxxxx. 

2.  Bahwa  setelah  Akad  Nikah  dilangsungkan  Pemohon  dan  Termohon

tinggal  di  Rumah orang  tua  Termohon  dalam beberapa  saat  di  desa

Palembangan Kalinda Lampung Selatan. 

3.  Bahwa  setelah  beberapa  saat  di  Kalianda  Pemohon  dan  Termohon

pada  akhirnya  menempati  rumah  Pemohon  yang  beralamat  di

Xxxxxxxxx, Kec. Cibeber,Cilegon Banten 

4.  Bahwa Pernikahan Antara Pemohon dan Termohon adalah pernikahan

ke 2 Bagi  Pemohon .dimana dari  pernikahan yang pertama pemohon

dikaruniai 3[ tiga) anak .yaitu 1(satu) Laki laki dan 2(dua )Perempuan. 

5.  Bahwa  pada  bulan  pertama  sampai  bulan  ketiga  Pemohon  dan

Termohon hidup layaknya pasangan suami istri yang Bahagia dan saling

mengerti perihal rumah tangga baru. 

6.  Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon hanya dalam waktu

3  (tiga)  bulan  masa  perkenalannya  yang  sangat  singkat.maka  antara

Pemohon dan Termohon tidak saling mengerti, paham pribadi masing-

masing. 

7.  Bahwa pada bulan keempat setelah pernikahan mulailah ada percikan-

percikan keributan dalam rumah tangga hal ini dipicu dari hal-hal yang

sepele dan yang tidak pantas diributkan. 

8.  Bahwa menginjak umur pernikahan +   satu tahun hampir setiap bulan

ada keributan yang disebabkan oleh Termohon diantaranya perselisihan,

mudah  tersinggung  dan  mudah  marah  (amarah  Termohon  kadang-

kadang suka meledak-ledak kaya tidak sadarkan diri dan kadang terdiam

sendiri) 

Hlm 2 dari 22 hlm – Putusan No. 396/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9.  Bahwa apabila Termohon bertindak sesuai  dengan point  7 Pemohon

hanya  terdiam  dan  tidak  meladeninya  karena  dikhawatirkan  makin

memperburuk keadaan. 

10.  Bahwa  disimpulkan  oleh  Pemohon  penyebab  dari  perselisihan  dan

terlalu sering marah-marah yaitu : 

10.1  Termohon tidak betah tinggal di Cilegon, ingin selalu pulang  ke

rumah  orang tuanya  di Kalianda Lampung 

10.2  Termohon tidak betah dan jenuh dikarenakan merasa jauh dari

keluarga Termohon.

10.3  Sering  kali  Termohon  Cemburu  dengan  masa  lalu  Pemohon

yang  ada  hubungannya  dengan  ibu  kandung  dari  anak-anak

Pemohon. 

10.4  Seringkali  Termohon  mengecek  Whatsap  Pemohon  melihat

chat, historis dimasa lalu yang pada hakikatnya isi  dari history

tersebut adalah masa sebelum menikah dengan Termohon. 

11.  Bahwa pada awal setelah Termohon tinggal di rumah Cilegoni Pemohon

dalam  memberi  nafkah  kepada  Termohon.  yaitu  dengan  memberikan

uang  Belanja.dan  uang  untuk   .Kebutuhan  Termohon  dan  kebutuhan

lainya Pemohon memeri setiap bulan sekali setelah pemohon menerima

Gaji bulanan setiap bulannya, namun seiring dengan berjalannya waktu

Termohon meminta lebih dari apa yang dikasih oleh Pemohon terhadap

Termohon yaitu Termohon meminta agar semua gaji, bulanan . juga uang

dari  hasil  lainya yang didapatkan dari  hasil  keringat Pemohon itu pun

semua agar diberikan  kepada Termohon. Yang pada akhirnya pemohon

juga menuruti apa yang diinginkan Termohonâ€¦Pemohon ganya di jatah

seperlunya  dari  Termohon.  Sehingga  Pemohon  dalammemberikan

kewajibanya terhadap anak anak nya pun semua serba terbatas dan

harus melalui Termohon 

12.  Bahwa  pada dasarnya pemohon sudah semuanya mengikuti .menuruti

aturan dari Termohon  .yang pada akhirnya pemohon dalam memberikan

kewajibannya sebagai  orang tua  dari  anak-anak mengalami  hal  yang

kurang semestinya memberikan kewajiban kepada anak-anaknya. Hal ini
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disebabkan  karena  Termohon  selalu  mendikte,  mengatur,  mengawasi

apa  dan  bagaimana  Pemohon  memberikan  uang  atau  kewajibannya

kepada anak Pemohon. 

13.  Bahwa setelah Termohon memberikan semua harta milik Pemohon dan

anak-anaknya semuanya dikuasai oleh Termohon baik uang tabungan,

rumah.  Yang  sedianya  untuk  anak  anaknya  pemohon  pun  dikuasai

.Termohon  Seiring  Berjalanya  waktu..setelah  semuanya  di  dapat  dan

dikuasi Termohon.yang pada akhirnya  Termohon..semakin menjadi dan

semakin egois, arogan setiap kali timbul perselisihan atau masalah. 

14.  Bahwa Termohon apabila  terjadi  keributan di  rumah selalu  berteriak-

teriak histeris sampai memecah barang-barang yang penting dan yang

bermanfaat,  kemarahan yang histeris  sampai  terdengar  oleh tetangga

yang menimbulkan semua dilingkungan tempat  tinggal  tahu,  mengerti

adanya keributan tersebut. 

15.  Bahwa  dari  keributan  yang  sering  terjadi  di  rumah  sehingga

menimbulkan anak-anak Pemohon trauma merasa ketakutan dan tidak

merasa nyaman takut sekali terhadap Termohon. 

16.  Bahwa Termohon setiap  kali  marah-marah itu  sengaja  di  perlihatkan

kepada  anak-anak  Pemohon,  pada  suatu  hari  kemarahan  itu  diluar

kendali sampai memecahkan TV LCD, perabotan rumah tangga dan lain-

lain. 

17.  Bahwa Termohon pada saat marah-marah selalu mengeluarkan kata-

kata kotor (anjing, tai kucing, dajjal, jin, munafik busuk) 

18.  Bahwa  Termohon  setiap  kali  ada  perselisihan  dan  ribut  selalu  saja

menantang  atau  meminta  untuk  diceraikan  hal  ini  terjadi  dan

disampaikan kepada Pemohon berkali-kali. 

19.  Bahwa Termohon sering memosting video maupun foto-foto ke Medsos

(FB, IG,WA) masalah keluarga sehingga menggiring opini yang seakan

Pemohon yang berbuat salah. 

20.  Bahwa  apabila  timbul  keributan  di  dalam  mobil  Termohon  sengaja

menancapkan  gas  (ngebut)  sampai  lepas  kontrol  yang  bisa

menyebabkan Kecelakaan fatal dan membahayakan jiwa Pemohon 
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21.  Bahwa apabila Termohon meledak emosinya dan marah-marah selalu

mengancam akan bakar rumah ancaman itu ..sudah dua kali Termohon

Lakukan dan pernah Satu kali  dengan sengaja menabrakan mobil  ke

Pohon Pada Kecepatan tinggi sehingga mobil Rusak Parah Beruntung

Termohon selamat, 

22.  Bahwa  pada  5  februari  2023  terjadi  keributan  yang  seius..keributan

besar .Hal ini disebabkan karena Termohon Tanpa ijin kepada pemohom

yaitu Termohon membaca isi percakapan whatap di phonsel Pemohon

percakapan Pemohon Dengan anaknya yang isinya adalah Kewajiban

Dan  tanggung  jawab  Pemohon  menyangkut  Biaya  Kuliah  .biaya

kebutuhan  hidup..serta  biaya  biaya  untuk  masa  depan  anak  anak

Pemohon.  Namun  Blum  sempat  menyampaikan  perihal  itu  kepada

Termohon. Hal ini lah yang menyebabkan keributan besar itu, 

23.  Bahwa setelah  peristiwa  keributan  besar  itu  terjadi   Termohon  pada

akhirnya  datang  ke  PengDilan  agama  Cilegon  Berniat  untuk

mengajukan  Gugat  Cerai.  Namun  entah  karena  sesuatu  Hal

Termohon..mengurungkan niatnya dan selang beberapa saat Termohon

dengan  membawa  seluruh  pakaian  perabotan  Rumah  tangga  barang

pecah Belah   dan Barang barang yang ada dirumah semua dianggkut

dengan mobil angkut Barang ke kalianda Lampung Sebelum pergi pun

Pemohon  Bicara  secara  baik  baik  dengan  harapan  Termohon  bisa 

mengerti  dan  lebih  bersikap  dewasa.  Namun demikian  Termohon  tak

merespound tetap kekeh meninggalkan Pemohon.

24.  Bahwa  Pemohon  pun  tetap  melakukan  upaya  berkomunikasi.dan

berusaha mengalah  agar kondusif  tetapi Buntu.

25. Bahwa  Pada  akhirnya  pada  bulan  april  2023  Termohon  ke  Cilegon

 karena ada keperkuan pribadi dan ke rumah. Namun tetap saja sikap

dan  pembawanya  tidak  berubah..hingga  pada  tanggal  27  april

2023.terjadi keributan cekcok seperti biasa Emosi yang berlebiah .teriak

teriak histeris sampai anak-anak trauma.

26. Bahwa pada akhirnya Termohon Balik kerumah orang tuanya di kalianda

Lampung
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27. Bahwa pada bulan mei anak Pemohon melangsungkan pernikahan di

jakarta.Hal  yang  sangar  Penting  saja  Termohon  Tidak  hadir.Tidak

datang ke jakaera.walaupun dengan segala upaya Pemohon mengharap

kehadiranya

28. Bahwa  pada akhirnya Pemohon sudah tidak kuat lagi .tidak sanggup lagi

untuk meneruskan hidup Bersama Kembali dengan Termohon.

29. Bahwa  Pemohon  pun  pada  akhirnya  menyampaikan  perihal  untuk

mengakhiri  Bahtera  Rumah  tangga  dengan  Termohonâ€¦Bahkan

Termohon  pun  pada  akhirnya  menyerahkan  sepenuhnya  kepada

Pemohon agar segera diproses perceraianya.

30. Bahwa di  antara  Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi  ada kasih

sayang kepercayaan diantara keduanya sedemikian lenyap pula harapan

untuk  hidup  rukun  lagi  dalam  sebuah  rumah  tangga.  Meski  tinggal

serumah, Pemohon dan Termohon  telah tidak tinggal  bersama dan

tak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami-istri.

Berdasarkan hal di atas telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk

terjadinya  perceraian  antara  Pemohon  dan  Termohon  sebagaimana  diatur

dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal

116 huruf  f, Kompilasi Hukum Islam. 

Berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  Pemohon  mohon  kepada

Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Cilegon/Majelis  Hakim  untuk  menjatuhkan

putusan yang amarnya sebagai berikut :

P  r  i  m  e  r

1.  Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;  

2.  Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan dan mengucapkan

talak  kepada Termohon;  

3.  Menetapkan  biaya  perkara  ini  sesuai  dengan  peraturan  perundang-

undangan yang berlaku. 

S u b s I d e r

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan

yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et bono)
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Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Pemohon  telah

menghadap sendiri  ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap

dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai  Wakil/Kuasa

Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut  pada tanggal 27

Juni  2023 dan tanggal  17 Juli  2023  yang relaas panggilannya dibacakan di

dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan

suatu halangan yang sah;

Bahwa  usaha  damai  melalui  proses  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan

karena  Termohon  tidak  pernah  datang  menghadap  ke  persidangan  namun

Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap berusaha mendamaikan

pihak  dengan  memberikan  nasehat  kepada  Pemohon  agar  mengurungkan

keinginannya  untuk  bercerai  dan  mencoba  kembali  membina  rumah tangga

yang sakinah, mawaddah wa rahmah namun tidak berhasil dan Pemohon tetap

ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  ini  dilanjutkan  secara  litigasi

diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya

tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar

jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon  telah

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat 

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  NIK  3672021010680005  atas  nama

Pemohon, dicatat  dan dikeluarkan oleh Provinsi  Banten Kota Cilegon,

telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda

P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx Tanggal 16 Januari 2021

atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh

Pegawai  Pencatat  Nikah  KUA Kalianda  Kabupaten  Lampung  Selatan

Provinsi Lampung, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh

Ketua  Majelis  telah  dicocokkan dengan  aslinya  ternyata  cocok,  diberi
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tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. Saksi 1, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat

tinggal  di  Xxxxxxxxx,  Kecamatan Cibeber,  Cilegon,  telah  memberikan

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa  Saksi  kenal  dengan  Pemohon  karena  saksi  adalah  Anak

kandung Pemohon dari istri pertama Pemohon, sedangkan Termohon

adalah suami Pemohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon Xxxxxxxxx, kec

Cibeber kota Cilegon propinsi Banten.

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah

hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai

keturunan 3 (tiga) orang anak; 

- Bahwa semula  rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan

rukun dan harmonis namun sejak bulan April rumah tangga Pemohon

dengan  Termohon  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran disebabkan Masalah ekonomi, Termohon sering marah

ketika  Pemohon  memberikan  uang  ke  anaknya,  Termohon  masih

cemburu  kepada  istri  pertama  Pemohon,  Termohon  sering  berkata

kasar  ketika  marah  kepada  Saya  dan  saudara  yang  lain  seperti

"anjing, monyet, dajjal,dll";

- Bahwa  Saksi  melihat  dan  mendengar  sendiri  pertengkaran  antara

Pemohon dan Termohon;

- Bahwa  sejak  April  2023,  Pemohon  pergi  meninggalkan  kediaman

bersama, tidak pernah kembali  lagi  bersama Termohon dan sampai

saat ini mereka telah berpisah 3 Bulan lamanya dan selama berpisah

antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik

lagi;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah

dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. Saksi  2,  umur  37  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Driver  pribadi,

bertempat tinggal di Xxxxxxxxx Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang,
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telah memberikan keterangan di  bawah sumpah  yang pada pokoknya

sebagai berikut:

- Bahwa  Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah karyawan

Pemohon Pemohon, sedangkan Termohon adalah suami Pemohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon Xxxxxxxxx, kec

Cibeber kota Cilegon propinsi Banten;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah

hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai

keturunan 3 (tiga) orang anak; 

- Bahwa semula  rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan

rukun dan harmonis namun sejak bulan April rumah tangga Pemohon

dengan  Termohon  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  disebabkan  Termohon  merasa  Pemohon  tidak

transparan  terhadap  keuangan  rumah  tangga,  Termohon  sangat

pencemburu ketika Pemohon pulang kerja telat;

- Bahwa  Saksi  melihat  dan  mendengar  sendiri  pertengkaran  antara

Pemohon dan Termohon;

- Bahwa  pada  April  2023  Pemohon  pergi  meninggalkan  kediaman

bersama, tidak pernah kembali  lagi  bersama Termohon dan sampai

saat ini mereka telah berpisah 3 Bulan lamanya dan selama berpisah

antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik

lagi;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah

dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan

telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan  Termohon tidak pernah hadir di

persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa  Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang

pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat

permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan

Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat  uraian putusan ini  cukup ditunjuk  kepada
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hal-hal  sebagaimana  yang  tercantum dalam berita  acara  sidang  perkara  ini

yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon  adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa berdasarkan posita  permohonan Pemohon,  Majelis

Hakim  dapat  menyimpulkan  bahwa  perkara  tersebut  mengenai  sengketa

perkawinan  yang  menjadi  wewenang  Peradilan  Agama  sebagaimana  yang

tercantum  dalam  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang

Perubahan  atas  Undang  Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan

Agama;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  mendalilkan  telah  menikah  dengan

Termohon dan bermaksud ingin bercerai  dengan Termohon,  sehingga dapat

dinyatakan  Pemohon  memiliki  kepentingan  hukum  untuk  bertindak  sebagai

pihak  dan  mempunyai  kualitas  untuk  mengajukan  tuntutan  dalam  sengketa

bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan  jo. Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor

7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  yang  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  telah  datang  menghadap  (in  person)  di

persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak

pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir

di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal

26  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  dan  tidak  ternyata

ketidakhadiran  Termohon  itu  disebabkan  suatu  alasan  yang  sah  menurut

hukum (default  without  reason)  sesuai  Pasal  125 ayat  (1) HIR,  maka harus

dinyatakan Termohon tidak hadir  dan perkara  a quo  dapat  diperiksa  tanpa

hadirnya Termohon;

Menimbang,  berdasarkan  Pasal  130  HIR  dan  Pasal  4  Peraturan

Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di
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Pengadilan,  bahwa  dalam  perkara  perdata  inklusif didalamnya  mengenai

perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Termohon

tidak  pernah  hadir  di  persidangan,  maka  proses  Mediasi  tidak  dapat

dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir di

persidangan, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006,

terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009  jo.

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan

cara  menasihati  Pemohon  supaya  bersabar  dan  berupaya  supaya  rukun

kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan

Termohon sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat

disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini

adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19

huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf

(f)  Kompilasi  Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus

menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena

alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun

1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan  jo. Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  maka  harus

memenuhi  beberapa  unsur  sebagai  berikut:  (1)  Rumah  tangga  sudah  tidak

harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan

dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk

rukun  kembali.  (3)  Pengadilan  sudah  berusaha  mendamaikan,  namun  tidak

berhasil;

Menimbang,  bahwa  Termohon  tidak  pernah  hadir  di  persidangan,

sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal
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Termohon dapat  dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak

keperdataannya dan atau membela  kepentingannya di  persidangan,   hal  ini

telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur’an

III  :  405  yang  diambil  alih  Majelis  Hakim  sebagai  pendapat  Majelis  yang

menyatakan sebagai berikut:

Artinya: Barang  siapa  yang  dipanggil  untuk  menghadap  Hakim  Islam,
kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan
gugurlah haknya.

dan jika ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak

maka  dengan  memperhatikan  ketentuan  Pasal  125  HIR  perkara  ini  dapat

diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang,  bahwa dalam undang-undang  perkawinan  terdapat  prinsip

mempersulit  perceraian  dalam  artian  warga  negara  Indonesia  tidak  dapat

mempermainkan  lembaga  pernikahan  yang  sakral  dengan  seenaknya

melakukan  perceraian  tanpa  alasan  yang  dibenarkan  peraturan  perundang-

undangan, sehingga walaupun ketidak hadiran Termohon secara formil dapat

diartikan  menerima  dan  membenarkan  dalil-dalil  Pemohon,  namun  khusus

dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya

sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan

bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi

Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang

menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata

didasarkan  pada  pengakuan  dan  atau  adanya  kesepakatan  saja,  karena

dikhawatirkan  timbulnya  kebohongan  (de  groten  langen).  Begitupula  dalam

hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai  ikatan perdata biasa akan tetapi

sebagai  mitsaqan  ghalidhan (ikatan  yang  kokoh),  sehingga  bagi  suami  istri

haram  hukumnya  bercerai  tanpa  alasan  yang  dibenarkan  oleh  hukum.

Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2)  Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974

tentang Perkawinan menentukan bahwa permohonan perceraian karena alasan

perselisihan  dan  pertengkaran,  Majelis  Hakim  harus  terlebih  dahulu

Hlm 12 dari 22 hlm – Putusan No. 396/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan keterangan dari  pihak keluarga atau orang-orang yang dekat

dengan  suami  istri  tersebut.  Dengan  demikian,  Pemohon  diwajibkan  untuk

membuktikan dalil-dalil  yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal

163 HIR;

Menimbang,  bahwa  Majelis  sependapat  dan  mengambil  alih  hujjah

syari’ah dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil

alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya:  Apabila dia (Termohon) enggan hadir,  atau bersembunyi  atau tidak
diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.

Menimbang,  bahwa untuk  menguatkan dalil  permohonannya,  Pemohon

telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode

(P.1)  dan (P.2)  berupa fotokopi  KTP atas nama Pemohon (PEMOHON) dan

fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (PEMOHON) dan Termohon

(TERMOHON)  dan  telah  menghadirkan  alat  bukti  saksi  dipersidangan  yaitu

Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang,  bahwa  bukti  surat  berkode  (P.1)  dan  (P.2)  tersebut

merupakan  akta  autentik,  telah  dicocokkan  dengan  aslinya,  khusus  dibuat

sebagai  alat  bukti,  telah diberi  meterai  cukup dan telah di-nazageling,  maka

berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-

Undang  Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2000  tentang  Perubahan  Tarif  Bea

Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea

Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil

dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti

tersebut  memuat  keterangan  yang  menguatkan  dan  relevan  dengan  dalil

permohonan Pemohon;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  surat  bertanda  (P.1)  yang

merupakan bukti identitas tempat tinggal Pemohon adalah suatu akta autentik,

karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat

melumpuhkannya,  sehingga bukti  tersebut  secara  yuridis  formal  mempunyai
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kekuatan  sempurna  (volledig  bewijskracht)  dan  mengikat  (bidende

bewijskracht),  oleh  karena  itu  harus  dinyatakan  terbukti  bahwa  Pemohon

berdomisili  di  wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, maka berdasarkan

ketentuan Pasal  66 ayat  (1)  dan (2)  Undang-Undang Nomor  7 Tahun 1989

tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor  50  Tahun  2009,  maka  Pengadilan  Agama  Cilegon  berwenang

menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang,  bahwa  alat  bukti  kode  P.2  merupakan  akta  otentik  yang

berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan

Termohon  telah  dan  masih  terikat  dalam perkawinan  sah,  dan  telah  sesuai

dengan ketentuan Pasal 164 HIR jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  dari  Pemohon  telah  memberikan

keterangan di  persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah

menurut  agama  yang  dianutnya,  sedangkan  adanya  hubungan  dekat  atau

adanya  hubungan  keluarga  antara  Pemohon  dan  saksi-saksi  merupakan

ketentuan  khusus  dalam  perkara  perceraian  atau  sengketa  mengenai

kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2)

HIR  jo. Pasal  22  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari

kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah

memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka

berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-

saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat

sendiri,  keterangan  yang  diberikan  tersebut  harus  mempunyai  sumber

pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling

bersesuaian satu dengan yang lain; 

Menimbang,  bahwa  dari  saksi-saksi  yang  dihadirkan  di  persidangan,

Majelis  Hakim  menilai  bahwa  keterangan-keterangan  saksi  yang  memenuhi

syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:
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1. Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  telah  hidup  bersama  sebagaimana

layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 3 ( tiga) orang anak;

2. Bahwa  penyebab  pertengkaran  antara  Pemohon  dan  Termohon  karena

Termohon merasa Pemohon tidak  transparan terhadap keuangan rumah

tangga, Termohon sangat pencemburu ketika Pemohon pulang kerja telat;

3. Bahwa pada April 2023 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama,

tidak pernah kembali lagi bersama Termohon dan sampai saat ini mereka

telah berpisah 3 Bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan

Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;

4. Bahwa  keluarga  dan  orang-orang  dekat  sudah  berupaya  menasihati

Pemohon  supaya  mengurungkan  niatnya  bercerai  dengan  Termohon,

namun Pemohon tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon yang dikuatkan

dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta kejadian-kejadian yang

terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan

akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan

dengan  alat  bukti  surat  berkode  (P.1)  dapat  dinyatakan  terbukti  bahwa

Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 16

Januari 2021. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian

ini dapat dilanjutkan karena antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan

hukum sebagai suami istri, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum

(legal standing) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang,  bahwa  berkaitan  dengan  permohonan  perceraian  yang

diajukan  oleh  Pemohon  sebagai  suami,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa

perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah

ikatan  pernikahan,  oleh  karenanya  perceraian  hanya  dibenarkan  dalam

keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal

tersebut  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  perkawinan

telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali

apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal

19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
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Undang Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis.  Pasal  116 Kompilasi

Hukum  Islam,  Pasal  76  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang

Peradilan  Agama,  Pasal  34  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974

tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan

yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam

rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  telah  ada  alasan  perceraian

sebagaimana  yang  diperbolehkan  oleh  hukum  Islam  dan  atau  peraturan

perundang-undangan yang berlaku,  selanjutnya dalam perkara ini,  Pemohon

telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada

Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang

Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  jo.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, rumah tangga Pemohon

dan Termohon sudah terlihat tidak harmonis atau tidak rukun karena para saksi

sering  menyaksikan  pertengkaran  antara  Pemohon  dan  Termohon  dan

peristiwa pertengkaran tersebut tidak hanya terjadi satu kali  saja tetapi telah

terjadi  berkali-kali.  Bahkan  karena  seringnya  pertengkaran  dan  perselisihan

antara Pemohon dan Termohon tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan

Termohon  berpisah tempat tinggal 3 Bulan lamanya;

Menimbang,  bahwa  dari  keterangan-keterangan  saksi  tersebut,  Majelis

Hakim  menemukan  fakta-fakta  bahwa  dalam  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon  benar-benar  terus  menerus  terjadi  pertengkaran  dan  perselisihan

yang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal 3 Bulan

lamanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah

berpisah  tempat  tinggal,  hal  tersebut  telah  menunjukan  Pemohon  dan

Termohon  sudah  tidak  melaksanakan  kewajiban  masing-masing  layaknya

suami  istri,  dan  bertentangan  dengan  ketentuan  hukum  perkawinan  yaitu

memerintahkan suami  istri  agar  hidup pada tempat  kediaman bersama dan

tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan

tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat
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dibenarkan  oleh  hukum.  Disamping  itu,  Majelis  Hakim  menilai  bahwa  lama

pisah  antara  Pemohon  dan  Termohon  termasuk  kategori  cukup  lama  dan

keadaan tersebut menunjukan permasalahan dalam rumah tangga Pemohon

dan Termohon terjadi terus menerus, apabila ada i’tikad baik dari kedua belah

pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja

dapat  segera  terselesaikan,  namun  hal  tersebut  tidak  terjadi  pada  rumah

tangga  Pemohon  dan  Termohon  sehingga  menjadikan  permasalahan  dalam

rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang,  bahwa  hidup  bersama  merupakan  salah  satu  tolak  ukur

rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai  tanda keutuhan suami  istri,

oleh  karena  itu  fakta  adanya  pisah  tempat  tinggal  merupakan  bentuk

penyimpangan  dari  konsep  dasar  dibangunnya  lembaga  pernikahan,  agar

suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan

dengan  pola  hidup  berpisah.  Disamping  itu,  Majelis  Hakim  menilai  bahwa

dengan telah pisahnya Pemohon dan Termohon menjadikan pola komunikasi

antara  Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak  bisa  dibangun,  padahal  untuk

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi

yang  baik,  baik  dari  segi  kuantitas  maupun  kualitas  antara  suami  dan  istri

tersebut;

Menimbang,  bahwa  selama  proses  persidangan  berlangsung,  Majelis

Hakim  telah  mengupayakan  perdamaian  dengan  memberi  nasihat  kepada

Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun

Pemohon tetap  dengan  pendiriannya  untuk  bercerai  dengan  Termohon.  Hal

tersebut  menunjukan  fakta  bahwa  Pemohon  tidak  ingin  meneruskan  rumah

tangga dengan Termohon;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  dalam  perkara  ini  juga

mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut

masih  dapat  dipertahankan  atau  tidak,  karenanya  apabila  selama  proses

persidangan  kedua  belah  pihak  atau  salah  satu  pihak  tidak  bersedia  lagi

meneruskan  kehidupan  rumah  tangga  dengan  pasangannya,  maka  apabila

rumah  tangga  tersebut  dipaksakan,  akan  sulit  untuk  mencapai  visi  misi

membentuk  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawadah  dan  rahmah,  karena
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keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga

Pemohon dan Termohon;

Menimbang,  bahwa  dengan  adanya  fakta  Pemohon  tidak  ingin

meneruskan  rumah  tangga  dengan  Termohon  menunjukan  bahwa  rumah

tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada

harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah  tangga  sebagaimana  tujuan

adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila

dihubungkan  dengan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia

tanggal  17  Maret  1999  nomor  237/K/  AG/1998  yang  mengandung  abstrak

hukum,  bahwa  berselisih,  cekcok,  hidup  berpisah,  tidak  dalam satu  tempat

kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan

bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup

untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Pemohon dan Termohon;

Menimbang,  bahwa  berkaitan  dengan  alasan  perceraian  karena

perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  bahwa  permohonan  perceraian  dapat

diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab

perselisihan  dan  pertengkaran  itu.  Berdasarkan  hal  tersebut  Majelis  Hakim

menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara

Pemohon  dan  Termohon  adalah  karena  Termohon  merasa  Pemohon  tidak

transparan terhadap keuangan rumah tangga, Termohon sangat pencemburu

ketika  Pemohon pulang kerja  telat,  keadaan  seperti  itu  membuat  hubungan

Pemohon dan Termohon tidak harmonis sehingga menimbulkan perselisihan

dan pertengkaran;

Menimbang,  Majelis  Hakim  berpendapat,  bahwa  dengan  meneruskan

rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah

satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm),

maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudharatan dalam rumah tangga

Pemohon  dan  Termohon,  maka  sudah  sepatutnya  kemudharatan  tersebut
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dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat

ahli  hukum Islam dalam kitab  Madza  Hurriyat Azzauzaini  Fii  Athalaq,  Juz 1,

halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang

berbunyisebagai berikut:

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah
dianggap  goncang  serta  dianggap  sudah  tidak  bermanfaat  lagi
nasehat perdamaian dan hubungan suami istri  menjadi tanpa ruh
(hampa)  sebab  dengan  meneruskan  perkawinan  berarti
menghukum  salah  satu  suami  isteri  dengan  penjara  yang
berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan
semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya

sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  akan  sulit  untuk  mewujudkan

rumah tangga  bahagia  yang penuh  rahmah dan  kasih  sayang seperti  yang

diharapkan  setiap  pasangan  suami  istri,  justru  sebaliknya  mempertahankan

perkawinan  seperti  itu  (rumah  tangga  yang  sudah  pecah/retak)  bisa

menimbulkan  dan  mengakibatkan  akibat  negatif  bagi  semua  pihak  dan

kesemuanya  itu  bisa  mendatangkan  mudharat,  oleh  karena  itu  harus  dicari

kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang

berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Menolak kesusahan (mudharat) itu harus didahulukan (diutamakan)
daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka

jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon

serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis

Hakim  menilai  bahwa  unsur-unsur  untuk  dikabulkanya  sebuah  perceraian

berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;
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Menimbang,  bahwa  hukum  perceraian  menurut  Islam  berkisar  pada

hukum  haram,  wajib,  sunat,  mubah  dan  makruh,  dan  dalam  perkara  ini

perceraian  menjadi  diperbolehkan,  dan  oleh  karena  Imsak  bil  Ma'ruf tidak

berhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman

Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

Artinya: Dan  jika  mereka  ber'azam  (bertetap  hati  untuk)  talak,  Maka
Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang,  oleh karena Pemohon telah berhasil  membuktikan adanya

alasan  perceraian  sesuai  dengan  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan

usaha perdamaian sesuai  dengan Pasal  130 HIR dan Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan  tidak dapat

dilaksanakan karena Termohon tidak  pernah hadir   dan  usaha damai  oleh

Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7  Tahun 1989

tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal  31 ayat  (1)  dan (2)

serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata

tidak  berhasil  (telah  gagal),  oleh  karenanya  Majelis  Hakim  berkesimpulan

permohonan  Pemohon  pada  petitum  angka  1  (satu)  dalam  surat

permohonannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  merupakan  perkara  Cerai  Talak,  maka

terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Majelis Hakim

memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i

terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  merupakan  perkara  Cerai  Talak  yang

diajukan  oleh  Pemohon sebagai  suami,  oleh  karenanya  perceraian  tersebut

terhitung  setelah  suami  mengikrarkan  talaknya  di  depan  sidang  Pengadilan

Agama  sebagaimana  maksud  Pasal  123  Kompilasi  Hukum  Islam,  adapun

pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini
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berkekuatan hukum tetap,  hal  ini  sebagaimana ketentuan Pasal  70 ayat  (3)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang,  bahwa  dalam  bidang  perkawinan,  inklusif  di  dalamnya

perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama serta  berdasarkan azas  lex  spesialis

drogat lex generalis  maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang

jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala  Peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku  serta

dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1.  Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan tidak hadir; 

2.  Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek; 

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu

raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama

Cilegon; 

4.  Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp 200.000,00(dua ratus  ribu rupiah); 

Demikianlah diputuskan  dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Agama  Cilegon  pada  hari  Senin tanggal  24  Juli  2023 Masehi  bertepatan

dengan tanggal  Hijriah oleh Aisyah Kahar, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ilmas,

S.H.I.,  M.Sy.  dan  Hafifi,  Lc,.  M.H., masing-masing  sebagai  Hakim Anggota,

putusan  tersebut  diucapkan  pada  hari  itu  juga  dalam sidang  terbuka  untuk

umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi

oleh  Budi  Aristanty Rahayu, S.H.,  M.H. sebagai  Panitera Pengganti,  dengan

dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
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Ilmas, S.H.I., M.Sy. Aisyah Kahar, S.H.

Hakim Anggota,

 

Hafifi, Lc,. M.H.

Panitera Pengganti,

 

Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp.   30.000,-

2. Biaya ATK Perkara : Rp.   75.000,-

3. PNBP Panggilan : Rp.   20.000,-

4. Biaya Panggilan : Rp.   55.000,-

5. Biaya Redaksi : Rp.   10.000,-

6. Biaya Meterai : Rp.   10.000,-

JUMLAH : Rp.  200.000,-

(dua ratus ribu rupiah).
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